



1.1. Latar Belakang Masalah 
Anggaran sektor publik memegang peran yang sangat penting dalam 
pengelolaan uang publik. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan 
keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber 
daya yang ada terbatas.Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan 
tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang 
dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat.Menurut Abdul Halim (2008), penganggaran 
terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk masing-masing 
program dan aktivitas dalam satuan moneter. Selain itu, anggaran sektor publik 
merupakan bentuk pemikiran strategis pengintegrasian aktivitas organisasional ke 
arah tujuan yang berorientasi ke sasaran masa mendatang atau dapat dikatakan 
bahwa anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilakukan di masa 
mendatang (Bastian, 2001). 
Sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan maka anggaran dapat 
menjadi indikator kinerja organisasi.Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan 
pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran yaitu dengan 
melihat penyerapan anggaran sesuai dengan program-program untuk mencapai 
tujuan yang ditetapkan.Dengan penyerapan anggaran yang rendah atau lambat 





rencana yang telah ditetapkannya sesuai dengan anggaran dan program yang telah 
ditetapkan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai organisasi tersebut.  
Masalah penyerapan anggaran telah menjadi fenomena bagi pemerintah 
daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi. Pelaksanaan 
anggaran di berbagai pemerintah kabupaten maupun pemerintah kotayang 
berjalan sangat lambat dan pada akhirnya anggaran menumpuk padaakhir tahun. 
Hal ini mengakibatkan program yang seharusnya dilaksanakan sesuai rencana 
yang telah ditetapkan justru terlambat dan “dipaksakan” untuk dilaksanakan pada 
anggaran perubahan guna menyerap sisa anggaran yang sangat besar.  
Lambatnya penyerapan anggaran ini sudah menjadi permasalahan 
tersendiri terutama pemerintah daerah. Ketua DPRD Kota Salatiga Teddy Sulistio 
menyoroti lambatnya penyerapan anggaran Pemerintah Kota Salatiga, yakni 
hingga 30 Juni 2015 penyerapan anggaran baru mencapai 25,92 %. 
(berita.suaramerdeka.com, 2015).  
Dari data Rekapitulasi Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan 
Pemerintah Kota Salatiga per Oktober 2015 diketahui bahwa prosentase 
penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 
Pemerintah Kota Salatiga pada bulan Oktober masih lambat.Hal ini ditunjukkan 
dengan prosentase penyerapan anggaran di beberapa SKPD yang berada di bawah 
50% dari anggaran yang telah ditentukan, antara lain Bappeda yang memiliki 
prosentase penyerapan anggaran sebesar 17,77 persen dan Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan yang 





Penyerapan anggaran yang lambat oleh SKPD tersebut menunjukkan 
masalah dalam pelaksanaan anggaran yang menyebabkan sisa anggaran yang 
besar dan menumpuk pada akhir tahun. Hal ini berarti bahwa penyerapan 
anggaran gagal memenuhi target dan telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas 
pengalokasian anggaran. Kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat 
hilangnya manfaat belanja. 
Penyerapan anggaran yang lambat pada SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kota diatas merupakan salah satu indikator kinerja anggaran yang 
buruk. Salah satu penyebab kinerja anggaran yang buruk adalah faktor 
kompetensi sumber daya manusia pengelolaan keuangan. Sumber daya manusia 
pengelola keuangan yang dimaksud diatas antara lain adalah Bendahara 
Pengeluaran Pembantu. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan 
Kerja menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan anggaran belanja, Kepala Satuan Kerja dapat mengangkat Bendahara 
Pengeluaran Pembantu. Hal ini dimaksudkan untuk membantu kinerja bendahara 
pengeluaran di setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya dalam pengelolaan keuangan publik. 
Di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga ditemukan fenomena bahwa 
bendahara pengeluaran pembantu pada umumnya memiliki latar belakang 
pendidikan maupun kualifikasi formasi pengangkatan yang bukan berbasis 





daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, 
yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti 
pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. 
Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan akan mempengaruhi Bendahara 
Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terutama 
dalam pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, 
bendahara pengeluaran pembantu juga perlu memiliki pemahaman tentang sistem 
dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Tingkat 
pemahaman pelaku terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berkaitan 
erat dengan kinerja dalam melaksanakan anggaran (Yuliani et al, 2010). 
Faktor lain yang mempengaruhi kompetensi Bendahara Pengeluaran 
Pembantu adalah masa kerja. Masa kerja diartikan sebagai lamanya seseorang 
bekerja pada lembaga pemerintahan. Masa kerja pegawai ditentukan oleh waktu 
dimana mereka mulai bekerja sampai sekarang bekerja. Semakin lama pegawai 
bekerja, maka dapat disimpulkan bahwa pegawai memiliki pengalaman kerja yang 
tinggi. Robbins (2007:65) menjelaskan bahwa beberapa bukti terbaru 
menunjukkan adanya hubungan positif antara masa kerja dan kinerja. Masa kerja 
yang semakin lama akan mempengaruhi kualitas kerja Bendahara Pengeluaran 
Pembantu.  
Dari permasalahan dan fenomena yang terjadi di atas maka maka 
penulis tertarik untuk meneliti Pengaruh Kapasitas Bandahara Pengeluaran 
Pembantu terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Kota 
Salatiga. 
